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Bangun Hukum Nasional Lewat Kerja Sama Lintas Sektoral 

 

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya mewujudkan 

pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Kali ini, 

Kemenkum mengesahkan kerja sama lintas sektoral dengan 20 kementerian dan 

lembaga pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (NK).  

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan kerja sama dilakukan untuk 

memberikan pelayanan publik yang adil dan dapat diakses oleh semua kelompok 

masyarakat. Ke-20 kerja sama ini membuka ruang bagi Kemenkum untuk 

mengintegrasikan pelayanan hukum dengan berbagai sektor, di antaranya sektor 

pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan, hingga pekerjaan umum. 

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka 

memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata 

Supratman, Rabu (14/5/2025). 

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa pembangunan hukum 

nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri. Dibutuhkan upaya gabungan dari 

berbagai kementerian dan lembaga dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan 

pelayanan publik. 

“Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak 

nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita 

mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada 

keadilan,” tuturnya. 

Ia menyebut bangsa Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di 

bidang teknologi maupun sosio kultural. Perkembangan ini pun menjadi tantangan 

tersendiri dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut menjadi 

adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

http://www.kemenkum.go.id/


 

 

 

Dalam kondisi tersebut, lanjut Supratman, penandatangan NK diharapkan 

menguatkan landasan kerja sama yang sudah ada, sekaligus mendorong inovasi-inovasi 

pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. 

 

“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan 

membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” tambahnya. 

Doktor bidang hukum jebolan Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan 

kolaborasi antar kementerian dan lembaga telah menjadi arahan Presiden Prabowo sejak 

pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia yakin kerja sama yang solid akan mengantar 

Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.  

Salah satu contoh kolaborasi, sebut Supratman, adalah antara Kementerian Hukum 

dengan Kementerian Koperasi yang diberi target oleh Presiden Prabowo untuk 

membentuk 80.000 koperasi merah putih.  

“Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini 

kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa 

melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam. Artinya dalam waktu 1x24 jam itu 

bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi  bisa diselesaikan dalam waktu 

empat hari,” jelasnya. 

Supratman juga sedang memimpin jajaran Kemenkum untuk melakukan 

transformasi digital, yang akan memudahkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian 

dan lembaga untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan hukum yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Sampai saat ini telah ada 47 mitra yang melakukan penandatanganan NK guna 

meningkatkan layanan kepada masyarakat. 
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Narahubung: Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama 

Ronald Lumbuun 
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Media Sosial 

Instagram : kemenkum 

Facebook : Kementerian Hukum RI 

X  : kemenkum 
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Youtube : kemenkumri 
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